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2019, plastik termasuk bahan yang sulit terurai dan tidak
dapat didaur ulang. Penelitian ini membahas pelaksanaan

Keywords: Kantong Plastik, dan hambatan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Sampah, Negara (DLH) Kota Serang dalam mengurangi kantong plastik
Kesejahteraan. sekali pakai. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris

dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan pengurangan plastik oleh
DLH belum optimal karena keterbatasan anggaran,
kurangnya pengawasan, konflik sosial terkait TPA
Cilowong, minimnya investasi swasta, sulitnya sosialisasi
karena kurangnya regulasi, serta rendahnya pemahaman
DLH terhadap isu plastik. Hal ini menunjukkan bahwa
konsep negara kesejahteraan belum sepenuhnya tercermin
dalam pengelolaan sampah plastik di Kota Serang.

PENDAHULUAN

Bumi merupakan satu kesatuan ruang yang menjadi tempat hidup seluruh makhluk hidup.
Lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari ruang tersebut memiliki peran penting dalam
menunjang kehidupan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa, “Lingkungan hidup
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia
dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup.” Definisi ini menekankan bahwa hubungan manusia dan lingkungan hidup adalah
hubungan timbal balik yang saling memengaruhi.

Munadjat Danusaputro, seorang ahli hukum lingkungan, mengemukakan bahwa lingkungan
hidup mencakup semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam ruang di mana manusia
berada serta berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesejahteraannya. Pandangan ini sejalan
dengan asas yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang
menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas
tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan,
manfaat, keadilan, partisipatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Lingkungan hidup yang dikelola berdasarkan asas-asas tersebut diharapkan dapat mencapai
tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu:
“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. Melindungi wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. Menjamin
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keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk

hidup dan kelestarian ekosistem; d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. Mencapai

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. Menjamin terpenuhinya keadilan

generasi masa kini dan generasi masa depan; g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas
lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi ancaman serius ketika pengelolaan tidak
dilaksanakan berdasarkan asas dan tujuan tersebut. Perubahan iklim menjadi salah satu fenomena
nyata yang menunjukkan dampak langsung dari menurunnya kualitas lingkungan. Penggunaan
kantong plastik sekali pakai merupakan faktor signifikan yang memperparah situasi tersebut karena
menghasilkan emisi karbon yang tinggi saat produksi maupun saat terurai oleh sinar matahari.

Kantong plastik sekali pakai merupakan kantong transparan berbahan dasar plastik seperti
polimer thermoplastic, polyethylene, dan sejenisnya. Bahan ini tidak mudah terurai oleh proses
alami sehingga berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan. Menurut Pasal 1 angka 16
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, “Pengrusakan lingkungan adalah tindakan yang
menimbulkan perubahan langsung/tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang
mengakibatkan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”
Sampah kantong plastik sekali pakai menjadi permasalahan yang belum tertangani secara efektif
dan efisien hingga saat ini.

Karakteristik kantong plastik yang kuat, ringan, tidak berkarat, dan mudah diubah bentuknya
menjadikannya populer di kalangan pelaku usaha, terutama pada sektor makanan dan minuman.
Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten menghadapi tantangan besar karena masyarakatnya
cenderung konsumtif terhadap penggunaan kantong plastik. Sampah kantong plastik sekali pakai
membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai dan umumnya hanya digunakan dalam waktu
yang singkat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta
Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, melalui Pasal 3, menyebutkan bahwa: “(1) Produsen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang: a.
manufaktur; b. jasa makanan dan minuman; c. ritel. (2) Bidang manufaktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi: a. industri makanan dan minuman; b. industri barang konsumsi
(consumer goods); dan c. industri kosmetik dan perawatan tubuh (personal care). (3) Bidang jasa
makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. rumah makan; b.
kafe; c. restoran; d. jasa boga; dan e. hotel. (4) Bidang ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi: a. pusat perbelanjaan; b. toko modern; dan c. pasar rakyat.”

Pasal 4 peraturan tersebut menyatakan bahwa pengurangan sampah dilakukan terhadap
produk yang sulit diurai oleh proses alam, tidak dapat didaur ulang, dan/atau tidak dapat diguna
ulang. Produk tersebut termasuk plastik, kaleng aluminium, kaca, dan kertas.

Tingkat lokal, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Sampah memperkuat kebijakan nasional dengan mencantumkan dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa:
“Dalam rangka pelaksanaan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara pembatasan penggunaan kemasan dan kantong dari bahan
plastik dengan berpedoman pada standar nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”

Penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf a dari peraturan yang sama menekankan bahwa
pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah sejak sebelum
produk dihasilkan hingga akhir masa guna kemasan tersebut. Contoh pelaksanaannya termasuk
penggunaan kemasan yang mudah terurai, membatasi kantong plastik, dan menghindari barang
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Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019
menegaskan bahwa: “Pengurangan sampah dilakukan dengan cara: a) Menggunakan produk,
kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan
Sampah sesedikit mungkin; dan/atau b) Tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau
wadah yang sulit diurai oleh proses alam.” Pasal 10 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa produsen
wajib mendata jenis dan jumlah produk yang sulit terurai atau tidak dapat digunakan ulang.

Penjelasan Peraturan daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 10 ayat (2) huruf
b sampai g memberikan rincian teknis terkait pendauran ulang, pemanfaatan kembali, pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Hal ini menjadi dasar penting dalam proses
pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Pendauran ulang dilakukan dengan mengolah
kembali sampah menjadi produk baru, sedangkan pemanfaatan kembali dilakukan tanpa proses
pengolahan. Pemilahan berdasarkan jenis sampah mendukung efisiensi daur ulang. Pengumpulan
dan pengangkutan harus dilakukan secara sistematis menuju TPS atau TPA. Proses pengolahan
berperan dalam mengurangi karakteristik negatif sampah terhadap lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memiliki peran penting dalam implementasi
pengelolaan tersebut yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Walikota Serang Nomor 13 Tahun 2021
menyatakan bahwa bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya, dan kapasitas bertugas
menyelenggarakan sebagian tugas dinas terkait pengelolaan sampah dan limbah. Fungsi dari
bidang ini meliputi penyusunan informasi, penetapan target, perumusan kebijakan, pembinaan
kepada industri, hingga pengawasan dan perizinan.

Pengurangan kantong plastik sekali pakai bertujuan menjaga kelestarian lingkungan hidup,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Realisasi di
lapangan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah Kota Serang masih bersifat
konvensional dan belum efektif dalam memilah sampah plastik. Minimarket dan produsen masih
menggunakan kantong plastik sekali pakai tanpa pendataan yang jelas, bertentangan dengan Pasal
6 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019.

Permasalahan di atas dalam mengurangi penggunaan serta mengetahui pengelolaan kantong
plastik di Kota Serang perlu dilakukan penelitian dari aspek hukum lingkungan. Terutama terkait
dengan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Oleh karena itu, penelitian ini
berjudul “Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Dalam Pengurangan Penggunaan
Kantong Plastik Sekali Pakai Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Kota Serang dalam pengurangan pengggunaan kantong plastik sekali
berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode
yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian
dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (Soemitro, 1990)
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang digunakan dengan hasil wawancara
dengan Kepala Bidang serta Staff Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan
Hidup Kota Serang dan Masyarakat Kota Serang. Data sekunder yang digunakan yaitu Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
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Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah
Spesifik, Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran
2023, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta
Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Peraturan Gubernur
Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Daerah Kota
Serang nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.
Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara dan observasi. Sedangkan penelitian
kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan membaca buku-buku literatur dan
peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan atau bisa disebut
dengan data sekunder, yaitu kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari bahan hukum bahan
hukum primer, sekunder dan tersier (Sugiyono, 2017).

Analisis data yang diperoleh dilakukan secara kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif
yang disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah
dirumuskan (Soekanto, 2017).

Lokasi penelitian dilakukan berdasarkan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kota
Serang. Serta penelitian secara kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Daerah Kota Serang, dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam pengurangan penggunaan
kantong plastik sekali pakai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 13 Tahun
2021, yang memberikan delegasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang untuk
menyelenggarakan pengelolaan sampah, termasuk pembinaan terhadap produsen dan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang telah melakukan sejumlah upaya
seperti sosialisasi penggunaan kantong ramah lingkungan dan edukasi melalui kampanye publik.
Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini belum mencapai hasil yang optimal.

Kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup kota Serang dengan berbagai elemen
masyarakat, termasuk pelaku usaha dan organisasi non-pemerintah, masih tergolong terbatas.
Padahal, sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk menciptakan perubahan perilaku dan
memperluas dampak kebijakan. Misalnya, pelatihan daur ulang, kampanye pengurangan plastik di
pusat perbelanjaan, hingga pelibatan sektor swasta dalam mendesain ulang kemasan produk yang
lebih ramah lingkungan. Dukungan partisipatif ini menjadi kunci penting dalam pengurangan
penggunaan kantong plastik sekali pakai di Kota Serang.

Tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memiliki wewenang strategis
untuk membentuk regulasi daerah serta melakukan pengawasan. Dengan adanya, keterbatasan
anggaran menjadi hambatan utama yang membuat pengawasan terhadap penggunaan kantong
plastik di sektor ritel tidak berjalan maksimal. Ketiadaan fasilitas penunjang seperti CCTV,
kurangnya tenaga pengawas, serta belum adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran menambah
tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Dapat disimpulkan bahwa Dinas
Lingkungan Hidup Kota Serang belum secara efektif dan komprehensif dalam menangani
pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.
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Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah
merupakan Perda yang mengatur pembatasan penggunaan plastik, namun belum sepenuhnya
diimplementasikan secara tegas. Masih banyak pelaku usaha yang menyediakan kantong plastik
secara bebas tanpa alternatif ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran
produsen dan lemahnya penegakan regulasi daerah. Fenomena meningkatnya volume sampah di
TPA Cilowong yang mencapai 2,5% per bulan mencerminkan bahwa upaya pengurangan sampah
plastik belum signifikan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, tingkatan
jumlah sampah terutama berasal dari sampah rumah tangga dan ritel yang sebagian besar
menggunakan kantong plastik sekali pakai. Selain itu, perjanjian pembuangan sampah dari daerah
lain seperti Tangerang Selatan turut memperburuk kapasitas Tempat Pembuangan Akhir, sehingga
menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat sekitar dan memperbesar risiko pencemaran
lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 mengatur
terkait Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dapat melakukan pendataan jenis kemasan sulit
terurai serta mendorong produsen untuk mendesain ulang produk mereka. Namun dalam
praktiknya, pendataan dan pelaporan tersebut belum berjalan secara sistematis. Hal ini berdampak
pada sulitnya mengukur capaian pengurangan sampah secara kuantitatif dan menjadi penghambat
dalam perumusan kebijakan lanjutan.

Kota Serang merupakan wilayah yang memiliki tingkat timbulan sampah yang signifikan di
Provinsi Banten. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan
bahwa pada tahun 2022, Kota Serang menghasilkan sekitar 213.464 ton sampah, menjadikannya
salah satu penyumbang sampah terbesar di Provinsi Banten. Dari total volume sampah harian yang
mencapai 574,44 ton, sekitar 23% merupakan sampah plastik, menjadikan plastik sebagai
kontributor terbesar kedua setelah sisa makanan.

Kecamatan Kasemen tercatat sebagai wilayah dengan produksi sampah tertinggi di Kota
Serang, menghasilkan sekitar 50 ton sampah per hari. Faktor utama yang berkontribusi terhadap
tingginya volume sampah di kecamatan ini adalah kepadatan penduduk dan rendahnya kesadaran
masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti membuang sampah sembarangan dan kurangnya
pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Meskipun Pemerintah Kota Serang telah
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah,
implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagai ibu kota Provinsi Banten, Kota
Serang memiliki tanggung jawab besar dalam penanganan sampah, terutama sampah plastik, yang
dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat jika tidak dikelola dengan
baik.

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
Sekali Pakai Berdasarkan Peraturan Menteri Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam pengurangan penggunaan
kantong plastik sekali pakai bersumber dari hukum publik yang memberikan legitimasi kepada
badan atau pejabat pemerintah untuk bertindak atas nama negara dalam pengelolaan lingkungan.
Kewenangan ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, dan dilaksanakan melalui
bentuk atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang
menjalankan kewenangan yang berasal dari delegasi, yaitu pemberian kewenangan oleh pejabat
yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah berdasarkan hukum yang berlaku.
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Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun
2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen menyatakan bahwa “Pemerintah
Daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengurangan
sampah oleh Produsen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan ini
memberikan dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang untuk bertindak dalam kapasitasnya
mengawasi, mengevaluasi, serta mendorong keterlibatan produsen dalam pengurangan kantong
plastik sekali pakai.

Ruang lingkup pemerintah daerah mengatur pelaksanaan kewenangan tersebut ditegaskan
melalui Pasal 4 Peraturan Walikota Serang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Pasal
tersebut menyatakan bahwa “Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.” Berdasarkan peraturan ini, Dinas
Lingkungan Hidup bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan kebijakan serta strategi
pengelolaan lingkungan, termasuk program pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Bentuk pelaksanaan dari peraturan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang
diharapkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa Pemerintah
Daerah berkewajiban untuk: “a. melakukan pengawasan terhadap pengurangan Sampah oleh
Produsen; b. melakukan evaluasi pengurangan Sampah oleh Produsen; c¢. menyusun dan
mengembangkan skema insentif kepada Produsen; dan d. mengembangkan strategi komunikasi,
informasi dan edukasi kepada masyarakat.” Kewajiban ini menegaskan bahwa Dinas Lingkungan
Hidup bukan hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendidik dalam
mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat.

Kewenangan ini mengatur Dinas Lingkungan Hidup untuk bertindak secara konkret, tidak
hanya dalam pengaturan normatif tetapi juga dalam implementasi lapangan. Dalam praktiknya,
Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti sosialisasi ke
toko modern dan minimarket, edukasi kepada masyarakat, serta mengupayakan kerja sama dengan
pelaku usaha dalam penyediaan alternatif ramah lingkungan. Namun demikian, berbagai kendala
masih dihadapi, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kesadaran
masyarakat dan produsen terhadap pentingnya pengurangan sampah plastik.

Hasil wawancara dengan masyarakat Kota Serang menunjukkan bahwa peraturan nasional
belum sepenuhnya dijalankan secara optimal di tingkat lokal. Minimarket masih banyak yang
menggunakan kantong plastik sekali pakai, meskipun kebijakan nasional telah melarangnya. Hal
ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat daerah belum maksimal, baik dari segi
pengawasan maupun dari sisi penegakan sanksi. Ketiadaan peraturan teknis yang mengikat di Kota
Serang menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pengurangan penggunaan kantong plastik
secara signifikan.

Kondisi tersebut menunjukan pada pentingnya penguatan konsep freies ermessen atau
diskresi administratif dalam pelaksanaan kewenangan. Diskresi ini memberikan ruang bagi pejabat
publik untuk mengambil kebijakan berdasarkan situasi lokal ketika regulasi belum mengatur secara
rinci. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menggunakan freies ermessen dalam menyusun
kebijakan lokal dan program non-regulatif seperti kampanye penggunaan tas belanja ramah
lingkungan serta pemberian insentif kepada pelaku usaha yang mendukung program ini.

Konsep staats bemoeienis atau campur tangan negara juga memberikan landasan penting
bagi DLH Kota Serang untuk lebih proaktif. Pemerintah dalam sistem negara kesejahteraan tidak
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hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Dalam
konteks pengurangan sampah plastik, campur tangan DLH Kota Serang mencakup penerbitan
regulasi lokal, pengawasan intensif, fasilitasi alternatif ramah lingkungan, serta kampanye masif
yang melibatkan semua sektor. Hal ini harus dilakukan secara kolaboratif dengan sektor swasta
dan masyarakat sipil agar kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak.

Kepentingan umum menjadi prinsip yang mendasari seluruh upaya pengurangan penggunaan
kantong plastik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, dalam kerangka welfare state, memiliki
tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya terlindungi dari dampak
lingkungan akibat sampah plastik, tetapi juga memperoleh kualitas hidup yang lebih baik.
Pelaksanaan regulasi tidak boleh semata-mata didorong oleh kepatuhan hukum, tetapi harus
dilandasi oleh kesadaran kolektif bahwa perlindungan lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

Kesadaran etnis atau moral menjadi aspek penting dalam menunjang keberhasilan kebijakan
ini. Masyarakat Kota Serang harus menyadari bahwa penggunaan kantong plastik memiliki
konsekuensi serius terhadap lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari
masyarakat diperlukan, tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengawas dan
pengontrol pelaksanaan kebijakan lingkungan. Peraturan yang kuat harus dilengkapi dengan
pendekatan kultural yang mampu menumbuhkan kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap
pentingnya menjaga lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memiliki peran strategis dalam mewujudkan
keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha melalui strategi komunikasi, informasi, dan edukasi. Hal
ini sesuai dengan mandat yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban pemerintah
daerah adalah mengembangkan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.
Implementasi dari strategi ini harus dilakukan secara masif, terencana, dan menyeluruh agar
mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menggunakan plastik sekali pakai.

Kebijakan pengurangan kantong plastik tidak dapat dijalankan secara efektif tanpa dukungan
sumber daya manusia, pendanaan, serta regulasi teknis yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan
peningkatan kapasitas kelembagaan di tubuh Dinas Lingkungan Hidup, termasuk pelatihan kepada
pegawai dan penguatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyusun
peraturan daerah sebagai turunan dari regulasi nasional agar kebijakan dapat ditegakkan secara
tegas di tingkat lokal. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam pengurangan
penggunaan kantong plastik sekali pakai merupakan cerminan dari tanggung jawab negara dalam
menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Peraturan-peraturan yang ada memberikan dasar
hukum yang kuat, namun keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada sinergi antara
regulasi, kesadaran masyarakat, serta efektivitas lembaga pelaksana. Penguatan kebijakan lokal
dan kolaborasi multi-pihak menjadi kunci keberhasilan dalam upaya menciptakan tata kelola
lingkungan yang berkelanjutan di Kota Serang.

Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Dalam
Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Berdasarkan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan
Sampah Oleh Produsen.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta
Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen merupakan landasan hukum yang mengatur kewajiban
produsen dalam menyusun peta jalan pengurangan sampah. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan
bahwa setiap produsen wajib menyusun dan melaksanakan peta jalan pengurangan sampah dari
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produk dan/atau kemasan produk yang diproduksi dan/atau digunakan. Ketentuan ini bertujuan

untuk mendorong pengurangan timbulan sampah sejak dari sumbernya, terutama dari kantong

plastik sekali pakai yang sangat sulit terurai dan berisiko mencemari lingkungan dalam jangka
panjang.

Pelaksanaan peraturan tersebut di Kota Serang menghadapi berbagai hambatan, khususnya
pada tingkat kewenangan dan operasional Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi teknis yang
bertanggung jawab. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang paling nyata.
Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Walikota Serang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota
Serang, pembiayaan operasional Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Namun, alokasi dana yang tersedia tidak
sepenuhnya difokuskan untuk program pengawasan atau pengurangan kantong plastik sekali pakai,
melainkan tersebar pada seluruh bidang kerja dinas seperti pengelolaan limbah, konservasi
lingkungan, serta program penyuluhan dan pendidikan masyarakat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurangan kantong plastik tidak sepenuhnya
menjadi tugas langsung Dinas Lingkungan Hidup, melainkan dibebankan kepada Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP membutuhkan dukungan anggaran untuk pengadaan kamera
pengawas (CCTV) dan biaya operasional lainnya guna mendukung tugas pengawasan. Permintaan
tersebut belum dapat dipenuhi karena keterbatasan dana yang dialokasikan Dinas Lingkungan
Hidup, yang pada saat ini hanya mencukupi untuk kegiatan pengelolaan sampah. Pernyataan dari
salah satu pegawai Dinas, yaitu Serly Evilia Phyta, memperkuat realitas ini, di mana ia menjelaskan
bahwa kendala pengawasan tidak berasal dari internal dinas, melainkan karena Satpol PP sebagai
pelaksana pengawasan meminta anggaran tambahan yang belum dapat direalisasikan.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi distribusi fiskal pemerintah daerah, yang
seharusnya dapat menjamin kelancaran program lingkungan. Menurut teori negara kesejahteraan,
negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan
layanan publik yang efektif, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu,
pengalokasian anggaran seharusnya tidak hanya memprioritaskan pengelolaan sampah, tetapi juga
menyediakan fasilitas pendukung pengawasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
manajemen lingkungan secara menyeluruh.

Kelemahan koordinasi antarlembaga menyebabkan pelaksanaan pengawasan di lapangan
tidak maksimal. Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki kewenangan langsung dalam melakukan
tindakan represif terhadap pelanggaran penggunaan kantong plastik sekali pakai. Sementara itu,
Satpol PP sebagai pelaksana teknis pengawasan lebih fokus pada aspek ketertiban umum
dibandingkan dengan persoalan lingkungan. Akibatnya, pelaksanaan regulasi tidak berjalan efektif
karena kurangnya koordinasi strategis dalam menjalankan tugas masing-masing. Perlu adanya
perencanaan yang sistematis antara instansi teknis dan penegak perda agar pelaksanaan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tidak hanya bersifat normatif,
tetapi juga berguna secara praktis di masyarakat.

Konflik sosial juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan di Kota
Serang. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Tangerang Selatan
terkait pembuangan sampah menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Berdasarkan
perjanjian tersebut, Pemerintah Kota Serang menerima kompensasi sebesar Rp21,7 miliar untuk
kurun waktu tiga tahun sebagai imbalan atas izin pembuangan 400 ton sampah per hari dari
Tangerang Selatan ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong. Masyarakat di sekitar
TPAS menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan, mulai dari bau
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tak sedap, pencemaran air tanah, hingga ancaman kesehatan.

Ketika pemerintah melakukan kerja sama antarwilayah, semestinya transparansi dan
partisipasi publik menjadi prioritas. Dana kompensasi yang diterima harus dialokasikan untuk
pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah, peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar
TPAS, serta edukasi lingkungan yang berkelanjutan. Prinsip akuntabilitas publik dalam negara
kesejahteraan menuntut agar manfaat dari kerja sama antarwilayah tidak hanya dinikmati oleh
pemerintah daerah, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat terdampak secara langsung. Pelibatan
masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program akan memperkuat kepercayaan publik
terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Partisipasi sektor swasta dalam pengelolaan sampah plastik juga belum optimal. Sementara
itu, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2019 menyatakan bahwa produsen
memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengurangan sampah kemasan melalui upaya mandiri
dan/atau kerja sama. Investasi swasta, baik dalam bentuk teknologi pengolahan limbah maupun
produksi kemasan ramah lingkungan, dapat menjadi alternatif solusi terhadap keterbatasan
kapasitas pemerintah. Model kerja sama publik-swasta (Public-Private Partnership) dapat
mendorong terciptanya inovasi dalam pengelolaan sampah plastik, mulai dari produksi kantong
belanja dari bahan alami hingga teknologi daur ulang skala besar.

Keterlibatan swasta tetap harus diatur secara ketat agar kepentingan publik tetap menjadi
prioritas utama. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan insentif seperti subsidi,
pembebasan pajak, atau kemudahan perizinan bagi pelaku usaha yang berkomitmen terhadap
pengurangan sampah plastik. Penerapan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) perlu
diintegrasikan dalam perizinan usaha agar setiap produsen bertanggung jawab terhadap produk
yang dihasilkannya hingga tahap pascakonsumsi. Melalui pendekatan ini, beban pengelolaan
limbah tidak hanya berada di tangan pemerintah atau masyarakat, tetapi juga dibagi secara
proporsional kepada sektor swasta.

Proses sosialisasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik masih menemui
tantangan, terutama di pasar tradisional. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang telah mencoba
memberikan edukasi ke pedagang pasar rakyat, tetapi resistensi dari pelaku usaha kecil membuat
implementasi kebijakan tidak berjalan efektif. Pedagang mengeluhkan biaya tambahan yang harus
dikeluarkan untuk menyediakan kantong ramah lingkungan. Mereka juga membandingkan
perlakuan yang tidak seimbang antara pasar tradisional dan pasar modern. Supermarket dengan
sistem akreditasi lebih mudah menyesuaikan diri terhadap kebijakan, sedangkan pasar tradisional
belum memiliki standar serupa.

Kondisi tersebut memperlihatkan ketimpangan dalam implementasi kebijakan yang
seharusnya bersifat inklusif. Pemerintah daerah perlu memberikan intervensi sosial berupa bantuan
logistik atau subsidi pengadaan kantong ramah lingkungan untuk pedagang kecil. Selain membantu
kelangsungan usaha mereka, langkah ini juga menciptakan keadilan dalam pelaksanaan regulasi
lingkungan. Keberhasilan kebijakan pengurangan kantong plastik tidak hanya ditentukan oleh
aturan hukum, tetapi juga ditopang oleh kesiapan ekonomi masyarakat serta respons pemerintah
terhadap dinamika sosial di lapangan.

Pemahaman yang tidak merata tentang urgensi pengurangan sampah plastik juga menjadi
kendala serius. Hasil wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa
mereka menganggap jumlah sampah plastik di Kota Serang relatif kecil dibandingkan jenis sampah
lainnya seperti kayu, ranting, atau karet ban. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan data
Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024 yang mencatat bahwa sampah
plastik menyumbang 20,21% dari total timbulan sampah di Kota Serang. Perbedaan persepsi ini
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menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas empiris dan persepsi pelaksana kebijakan.

Ketidaktepatan informasi dapat menghambat pengambilan keputusan yang berbasis bukti
(evidence-based policy). Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pendataan dan analisis
informasi sebagai dasar perencanaan program pengelolaan sampah. Pelatihan berkelanjutan bagi
aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan kerja sama dengan akademisi serta lembaga riset dapat
menjadi strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan. Keakuratan data akan membantu
dalam menetapkan skala prioritas, merancang program yang sesuai kebutuhan, serta menilai
efektivitas kebijakan secara berkala.

Minimnya edukasi publik dan lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha yang masih
menggunakan kantong plastik menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap
pengurangan plastik sekali pakai belum optimal. Padahal, dampak negatif plastik terhadap
lingkungan sangat signifikan, mulai dari pencemaran perairan, kerusakan ekosistem, hingga
ancaman mikroplastik bagi kesehatan manusia. Kesadaran masyarakat tidak akan tumbuh jika
pemerintah tidak memberikan contoh yang tegas dan kebijakan yang konsisten.

Langkah strategis yang dapat diambil meliputi pelibatan komunitas lingkungan dalam
kampanye publik, penyediaan fasilitas daur ulang di tingkat kelurahan, hingga kerja sama dengan
industri untuk memproduksi alternatif kantong yang terjangkau. Kota Serang perlu mencontoh
daerah lain yang telah berhasil menerapkan kebijakan pembatasan kantong plastik secara progresif.
Keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai jika seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah,
swasta, maupun masyarakat, bekerja secara sinergis.

Penguatan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang harus menjadi prioritas agar
pengelolaan lingkungan berjalan efektif. Kebijakan pengurangan kantong plastik sekali pakai tidak
hanya membutuhkan regulasi yang baik, tetapi juga dukungan dari aspek fiskal, sosial, dan
kelembagaan. Tanpa adanya reformasi dalam aspek-aspek tersebut, kebijakan lingkungan hanya
akan menjadi wacana tanpa realisasi nyata.

KESIMPULAN

Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Kota Serang menjadi salah satu
langkah strategis dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan bagi
masyarakat. Kantong plastik sebagai limbah yang sulit terurai dan mengandung bahan berbahaya
merupakan ancaman serius bagi kelestarian lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen menjadi
wujud komitmen Pemerintah dalam merespons permasalahan tersebut secara nasional. Pemerintah
Kota Serang telah memiliki dasar hukum pendukung melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor
7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Walikota Serang Nomor 13 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup.

Pelaksanaan pengurangan kantong plastik sekali pakai masih menghadapi berbagai kendala
teknis dan kelembagaan. Keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta
minimnya pengawasan dan keterlibatan produsen merupakan hambatan utama yang berdampak
langsung pada efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang belum
sepenuhnya mampu menjalankan seluruh agenda pengurangan plastik sesuai peta jalan yang diatur
dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019. Absennya peraturan pelaksana secara
khusus dalam bentuk Peraturan Wali Kota yang mengatur teknis pengawasan dan sanksi terhadap
pelaku usaha menunjukkan adanya kekosongan hukum yang menghambat optimalisasi program.

Ketiadaan pengaturan teknis pada tingkat daerah menyebabkan Dinas Lingkungan Hidup
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Kota Serang belum memiliki instrumen hukum yang kuat untuk melakukan pengawasan langsung
maupun pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi kebijakan.
Penggunaan kantong plastik sekali pakai masih marak ditemukan di berbagai sektor perdagangan.
Pemerintah Kota Serang perlu segera menyusun dan menetapkan regulasi turunan dalam bentuk
Peraturan Wali Kota yang menjabarkan pelaksanaan peta jalan pengurangan sampah secara teknis
dan terintegrasi. Penyusunan regulasi ini juga harus melibatkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai
pelaksana teknis utama agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai prinsip keterpaduan dan
efektivitas pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah Kota Serang agar lebih memperhatikan ketersediaan anggaran dan ketersediaan
sarana prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang.
Pemerintah Kota Serang juga sebaiknya lebih memperhatikan penegakan hukum tertib lingkungan,
tertib membatasi penggunaan sampah kantong plastik sekali pakai, dan tertib kependudukan
dengan mengirimkan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) untuk menegakkan peraturan
daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, serta melaksanakan pengawasan pembatasan
penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam penyaluran anggaran agar lebih
memprioritaskan lagi untuk pengelolaan sampah kantong plastik sekali pakai karena sangat
mempengaruhi kesejahteraan sosial. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang juga perlu mensahkan
Rancangan Peraturan Walikota Serang tentang Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai sebagai
landasan produsen dan masyarakat Kota Serang dalam pembatasan penggunaan kantong plastik
sekali pakai. Masyarakat yang sadar akan bahaya sampah kantong plastik sekali pakai dimohon
untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungannya agar tidak adanya penyumbang sampah kantong
plastik bertambah
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